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Abstract. The purpose of this study was to determine how much influence the 

fixed asset administration and regional financial supervision had on the 

Palembang city government. The sample of this study amounted to 100 

respondents in offices and agencies in the city of Palembang related to fixed 

asset administration and regional financial supervision which were processed 

using SPSS version 24 software. Statistical analysis used in this study was the 

research instrument test, classical assumption test, regression analysis. 

multiple linear, coefficient of determination, F test and t test. The results of 

this study indicate that the administration of fixed assets and regional 

financial supervision have an effect both partially and simultaneously on the 

quality of financialreports in the Palembang city government. 
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1. Pendahuluan 

Aset merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan, karena 

nilai aset akan memberikan sumbangan yang cukup besar dalam laporan keuangan 

(neraca). Sehingga dalam mengelola aset tidak boleh sembarangan dan harus 

berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada. Dalam suatu pemerintahan 

pasti memiliki keberagaman data pencatatan aset yang menimbulkan suatu 

permasalahan dalam menertibkan atau menata dalam mengelola barang milik 

Negara/Daerah. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki suatu rangkaian atau 

bisa disebut juga penatausahaan aset tetap. Yang dimaksud penatausahaan aset 

tetap adalah suatu rangkaian atau susunan yang terdiri dari pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang sesuai dengan aturan yang 

berlaku yang ditetapkan dalam aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 

Tahun 2016. Penatausahaan aset tetap ini memiliki tujuan sebagai dasar untuk 

menyusun neraca, merencanakan kebutuhan/pengadaan dan memelihara Barang 

Milik Daerah (BMD) dan digunakan untuk rencana anggaran dan 

mengadministrasian BMD.Setiap pemerintah wajib melakukan penataushaan aset 

demi ketertiban administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah.   

Dalam hal melakukan menertibkan atau menata suatu barang milik 

Negara/Daerah pemerintah harus mengawasi jalannya suatu penatausahaan 

tersebut agar berjalan dengan efisien dan efektif. Sistem akan berjalan dengan 

baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan 

rencana untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Oleh sebab itu 

perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan 

kualiatas laporan keuangan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah 

proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan 

secara efektif dan efisien sesuai  dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. Menurut keputusan Presiden No 74 tahun 2001 Tentang 

tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 16 menjelaskan 

bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah suatu proses kegiatan yang 

ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana 

dan ketentuan peraturan per undang undangan yang berlaku. 

Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memenuhi prinsip-

prinsip dasar dalam laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan 

dan dapat dipahami.Relevan artinya memiliki umpan balik, memiliki manfaat 

prediktif, tepat waktu dan lengkap. Andal antara lain penyajian jujur, dapat 

diverifikasi, dan netralitas. Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Salah satu pencapaian 

pemerintah daerah terhadap laporan keungan adalah diterimanya opini laporan 

keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini laporan keuangan terdiri 

dari empat opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Opini 
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Tidak Wajar (TW). Berikut ini adalah opini yang didapatkan oleh Pemerintah 

Kota Palembang terhadap laporan keuangannya sebagai berikut : 

Tabel 1 Perkembangan Opini BPK atas  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang 

No Tahun Opini 

1. 2010 WTP 

2. 2011 WTP 

3. 2012 WTP 

4. 2013 WTP-DPP 

5. 2014 WTP 

6. 2015 WTP 

7. 2016 WTP 

8. 2017 WTP 

9. 2018 WTP 

10. 2019 WTP 

11. 2020 WTP 

Sumber : Pemkot, Palembang 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Pengertian Aset  

Menurut PSAK No.16 Revisi Tahun 2011, menjelaskan bahwa aset adalah 

semua kekayaan atau harta yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai manfaat bagi setiap 

perusahaan atau badan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan 

bahwa aset merupakan suatu sumber daya yang dimiliki oleh orang, badan, dan 

perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan 

mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Menurut 

Munawir, pengertian aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai 

ekonomis yang membantu untuk perusahaan dalam hal perolehan dan nilai 

wajarnya harus di ukur secara objektif. 

Suatu aset memiliki unsur – unsur yang menyusun sebuah aset yaitu:  

1. Investasi/Penyertaan yaitu suatu aset yang digunakan untuk meningkatkan 

kekayaan dari return yang didapat. 

2. Aset Lancar adalah aset yang digunakan untuk meningkatkan kekayaan dalam 

waktu 1 tahun atau dalam siklus operasional suatu perusahaan.  

3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang siap digunakan untuk membantu 

kegiatan operasional perusahaan bukan untuk dijual belikan. 

4. Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang tidak berwujud yang bermanfaat 

dengan memberi hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. 

5. Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk golongan atau unsur seperti 
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investasi/penyertaan, aset lancar,aset tetap, aset tak berwujud. 

 

Pengertian Aset Tetap 

Menurut PSAK 16, pengertian aset tetap adalah sebagai aktiva tetap yang 

digunakan atau pengiriman barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak 

lain atau untuk keperluan administrasi dan yang harus digunakan lebih dari 

periode waktu tertentu. Menurut Reeve (2012:2) Aset tetap (fixed asset) adalah 

aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif bersifat permanen yang dapat 

digunakan dalam jangka panjang dan aset ini memiliki bentuk fisik. Dalam Kieso 

(2011:512) aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Aset yang digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual kembali. 

Hanya aset yang digunakan untuk kegiatan bisnis yang bisa disebut sebagai 

aset tetap. Sebagai contoh gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan tetapi jika gedung tersebut menganggur atau tidak pakai maka 

gedung tersebut bisa dipisahkan sebagai investasi. 

2. Aset yang memiliki masa umur manfaat yang panjang dan disusutkan. Aset 

tetap memberikan manfaat untuk perusahaan lebih dari satu periode. 

Perusahaan juga akan mengeluarkan biaya perolehan aset tetap untuk periode 

mendatang sebagai biaya penyusutan periodik. Semua aset tetap akan 

mengalami penyusutan kecuali tanah. pengecualian tanah yang disusutkan 

tersebut hanyalah tanah yang mengalami penurunan nilai material, atau 

hilangnya kesuburan tanah dikarenakan oleh faktor tanah dan faktor cuaca. 

3. Aset yang memiliki substansi secara fisik. Aset tetap harus memiliki bentuk 

yang nyata atau keberadaan fisiknya. Hal inilah yang membedakan dengan 

aset tetap dengan aset lainnya. 

 

Klasifikasi Aset Tetap  

Dalam Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07, aset tetap 

diklasifikasikan menjadi 6 akun yang dirincikan sebagai berikut : 

1. Tanah 

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang bisa digunakan atau 

siap dipakai yang dimiliki oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintah bisa juga digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

2. Peralatan dan mesin 

Peralatan dan mesin yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap yaitu 

mesin, kendaraan, alat elektronik,inventaris kantor dan peralatan lainnya yang 

kondisinya siap digunakan dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. 

3. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah 

semua gedung dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional 

pemerintah. Termasuk jenis gedung dan bangunan antara lain : bangunan, 

gedung, monument, rambu – rambu, bangunan menara. 

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan  

Jalan, irigasi dan jaringan yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap 

adalah semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah untuk 

digunakan sebagai kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat. 
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5. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah aset 

yang memiliki definisi atau kriteria aset tetap tetapi tidak termasuk dari 

golongan lain. Contohnya koleksi buku dan barang seni. 

6. Kontruksi dalam pengerjaan  

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses 

pengerjaan yang tanggal neraca belum selesai dibangun sepenuhnya. 

 

Penatausahaan aset tetap  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa tata 

usaha terdiri dari kata “tata” dan “usaha”. tata artinya aturan, kaidah, susunan, cara 

menyusun atau sistem dan arti dari Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan 

tenaga, pikiran atau badan. Menurut Nawawi dan Martini, tata usaha adalah  suatu 

kegiatan yang menghimpun, mencatat, mengadakan, menyimpan dan mengirim 

berbagai data informasi. Dan bermanfaat untuk mewujudkan tugas pokok 

organisasi. Dalam Pemendagri  No.19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa 

Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari 

pembukuan,inventarisasi serta pelaporan barang milik daerah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaan aset penatausahaan menempati posisi 

yang sangat strategis karena segala kebijakan akan lebih efektif apabila digunakan 

berdasarkan data yang tepat yang bersumber dari kegiatan penatausahaan aset 

tersebut. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan 

aset tetap merupakan suatu proses atas susunan kegiatan yang terdiri dari kegiatan 

pembukuan, inventarisasi serta pelaporan yang berdasarkan undang-undang yang 

berlaku. 

1. Pembukuan 

Dalam Pemendagri No.19 tahun 2016 dijelaskan bahwa pembukuan 

merupakan kegiatan pencatatan barang milik daerah yang dimulai dari 

pencatatan ke daftar barang pengguna dan dilanjutkan pencatatan kedalam 

kartu inventaris barang serta daftar barang milik daerah tersebut. Setiap kuasa 

pengguna barang mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran serta 

pencatatan atas barang milik daerah masing-masing ke Daftar Barang 

pengguna / Daftar Barang Kuasa pengguna sesuai dengan pengolongan dan 

kodefikasi barang tersebut. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembukuan 

merupakan suatu pencatatan atas barang milik daerah yang dimulai dari 

pencatatan barang milik daerah baik berupa seluruh aset maupun mutasi ke 

daftar pengguna barang, pencatatan hasil inventarisasi ke kartu inventarisasi 

barang serta ke daftar barang milik daerah, proses pencatatan ini bisa juga bisa 

berupa penghapusan aset tetap yang rusak ataupun hilang dan untuk aset tetap 

yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi atas aset tetap yang ditemukan 

kembali setelah dinyatakan hilang.  
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2. Inventarisasi 

Dalam Pemendagri No. 19 tahun 2016 dijelaskan bahwa inventarisasi 

merupakan kegiatan dalam proses pendataan, pencatatan serta pelaporan atas 

hasil dari pendataan barang milik daerah. Sugiama (2013:173) menjelaskan 

bahwa inventariasi aset merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

pendataan, pencatatan serta pelaporan atas hasil dari pendataan tersebut dan 

dapat didokumentasikan dengan baik untuk aset berwujud maupun aset tidak 

berwujud. Inventariasi aset ini dilakukan agar dapat terpenuhinya data-data 

yang diperlukan baik yang dimiliki serta dikuasai oleh perusahaan, instansi 

maupun organisasi. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi 

merupakan rangkaian proses yang dilakukan dengan mulai mengumpulkan 

data atas barang milik daerah dilanjutkan dengan proses pencatatan barang 

milik daerah dan terakhir dilakukan pelaporan atas seluruh aspek legalnya 

seluruh barang milik daerah atau aset tersebut. 

3. Pelaporan  

Dalam Pemendagri No.19 tahun 2016 dijelaskan bahwa kuasa pengguna 

barang mempunyai hak untuk melakukan pelaporan atas barang milik daerah 

dan pelaporan tersebut dapat dilakukan pada saat semesteran maupun tahunan 

kepada pengguna. Pengguna menyampaikan laporan pengguna sesuai periode 

yang digunakan kepada kepala daerah melalui pengelola. Pembantu pengelola 

bertugas mengumpulkan seluruh laporan pengguna sesuai dengan periode 

yang digunakan baik semesteran, tahunan maupun 5 tahunan dari setiap skpd 

yang ada serta untuk jumlah dan nilai yang dikumpulkan harus dibuat 

rekapitulasinya. Pelaporan sendiri dapat kita artikan sebagai proses dalam 

rangka menyusun sebuah laporan barang setiap masa periode yang digunakan 

baik setiap semester maupun setiap tahun dan dilakukan setelah kegiatan 

inventarisasi dan pencatatan dilakukan. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaporan 

merupakan proses dari yang dilakukan dalam kegiatan untuk menyusun suatu 

laporan barang pada setiap periode pelaporan  setelah terlaksananya kegiatan 

inventarisasi serta kegiatan pencatatan atas barang milik daerah tersebut. 

 

Pengawasan Keuangan Daerah 

Undang-undang No.33 tahun 2004 mengatur kewajiban untuk pemerintah 

agar dapat mengelola keuangan daerah masing-masing dengan baik terkhusus 

untuk anggaran daerah serta atas realisasinya yang akan disajikan dalam APBD 

serta dalam laporan realisasi anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah. Maka dari itu diperlukannya suatu pengawasan  dalam 

pengelolaan anggaran dalam daerah masing-masing (Mardiasmo,2011). 

Pegawasan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui apakah perencanaan 

yang telah dibuat serta disusun oleh pemerintah tersebut sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan apakah sudah dilaksanakan dengan efektif serta 

efisien dan ekonomis pengawasan sesuai dengan keputusan presiden No.74 tahun 

2001 tentang tata cara pengawasan  penyelenggaran pemerintah daerah. Dalam PP 

No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah dijelaskan bahwa unsur pengawas 
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penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam hal ini untuk urusan pengelolaan 

keuangan daerah adalah inspektorat daerah. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dalam mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dalam proses pengelolaan 

anggaran didaerah masing-masing agar setiap proses perencanaan yang telah 

disusun pemerintah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku maka pengawasan keuangan daerah sangat diperlukan dimasing-masing 

daerah agar dapat pengelolaan anggaran dapat terealisasi dengan baik. 

 

Kualitas Laporan Keuangan 

Dalam PP No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang telah dibuat dengan sistematis pelaporan yang berisi 

tentang posisi keuangan serta berbagai transaksi yang ada dalam satu entitas 

pelaporan tertentu. Kasmir (2012:7) menjelaskan bahwa laporan keuangan 

merupakan laporan yang berisikan kondisi dari keuangan suatu instansi daerah 

atau perusahaan dalam periode pelaporan. 

Halim Abdul (2007) Menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan 

kewajiban dari suatu daerah yang merupakan kekayaan daerah tersebut sepanjang 

belum dimiliki maupun dikuasai oleh Negara yang mempunyai kuasa lebih tinggi  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang, 

barang maupun aset lainnya. Sedangkan Kualitas dapat diartikan sebagai bentuk 

konsistensi atas standar yang berlaku serta diukur berdasarkan kadar 

ketidaksesuaian dan hasil capaian yang diukur melalui pemeriksaan agar dapat 

terlihat telah memenuhi segala standar yang berlaku agar dapat dikatakan 

berkualitas Iman Mulyana (2010:96). 

Dalam PP No.71 tahun 2010 , Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

merupakan standar normatif yang harus diwujudkan dalam akuntansi sehingga 

dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berikut adalah karakteristik yang 

merupakan prasyarat normatif atas laporan keuangan agar dapat memenuhi 

standar kualitas yang diinginkan : 

1. Relevan, Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang ada 

dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan 

diambil oleh pengguna dalam evaluasi serta mengkoreksi evaluasi  dimasa 

lalu. 

2. Andal, Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila tidak mengandung 

informasi yang dapat menyesatkan dan terdapat kesalahan material tapi 

disajikan dengan jujur menurut fakta yang ada dan dapat diverifikasi 

kebenarannya. 

3. Dapat dibandingkan, Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan entitas laiinya. 

4. Dapat dipahami, Laporan keuangan harus dapat dipahami dengan mudah oleh 

para pengguna laporan keuangan sesuai dengan batas pemahaman dari para 

pengguna laporan keuangan tersebut. 
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3. Metode 

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kuantitatif. Peneliti 

menganalisis hubungan antara penatausahaan aset tetap dan pengawasan 

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.Penatausahaan aset tetap dan 

pengawasan merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya. Sedangkan kualitas laporan keuangan merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibatnya. 

Populasi didalam penelitian ini adalah menggunakan instansi yaitu 

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai unit penelitian sehingga dapat 

dijadikan sebagai responden untuk melakukan pencarian data secara primer. 

Jumlah OPD yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 29 OPD di Kota Palembang yang terdiri dari badan dan dinas 

berdasarkan data yang dimuat pada situs palembang.go.id. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode nonprobability sampling dengan Sampling purposive adalah “teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (sugiyono, 2019:133).Pemilihan 

OPD dalam penelitian ini dilakukan secara random karena keterbatasan waktu 

penelitian, perizinan penelitian serta wabah pandemi. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini adalah 

menggunakan data pertama kali dicatat/data yang pertama kali didapatkan atau 

dikumpulkan oleh peneliti. Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan atau 

penyataan yang sudah disiapkan secara tertulis, menanyakan secara langsung 

(wawancara) dan melihat hasil pengamatan terhadap orang yang sudah menjadi 

sampel penelitian. 

Model penelitian ini menggunakan Persamaan umum regresi linier 

berganda yaitu : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Y = Kualitas Laporan Keuangan 

X1= Penatausahaan Aset Tetap 

X2= Pengawasan Keuangan Daerah 

Berdasarkan penbahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis 

akan mengembangkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

  

 

  
 

 

 

 

 
Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
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4. Hasil dan Pembahasan  

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan analisis grafik dan 

analisis statistik. Analisis statistik dilakukan dengan mengamati sebaran plot pada 

grafik P-P Plot dengan kententuan jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. Analisis menggunakan pendekatan 

Kolmogorov-Smirnov Test untuk menentukan normalitas distribusi resdidual jika 

Asymp.Sign(2-tailed)> (0.05), maka data berdistribusi secara normal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3 Hasil Histogram 
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Tabel 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p value) atau 

nilai asymp.sig.(2-tailed) residual dalam penelitian ini memiliki nilai 0,200. 

Karena nilai lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05), maka nilai resdidual tersebut 

telah normal  

 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel 

independen.Metode uji mulitikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolarance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. 

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan tolarance menunjukkan ketiga variabel lebih dari 0,10 

dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah multikolinieritas pada model regresi. 

 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan yang 

lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Metode yang digunakan untuk menguji heterokedastisitas yaitu menggunakan uji 

Spearman Rho. 
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Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa tidak adanya variabel yang terjadinya 

heterokedastisitas dikarenakan nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat 

kepercayaan 0,05. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan metode 

enter, karena dengan metode enter seluruh variabel akan dimasukkan dalam 

analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 5 Hasil Analisis Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diperoleh model persamaan regresi berganda yaitu : 

Y = 6.601 + 0,467X1 + 0,467X2 + e 
Y : Kualitas Laporan Keuangan  

X1 : Penatausahaan Aset Tetap 

X2 : Pengawasan Keuangan Daerah 

e : Error 

 

dari persamaan regresi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

 Dari nilai konstanta regresi sebesar 6,601 menunjukan bahwa tidak ada 

perubahan variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan, maka 

kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Palembang sebesar 6,601. 

 Pada X1 (penatausahaan aset tetap) koefisien regresi sebesar 0,467 

menunjukan bahwa variabel penatausahaan aset tetap (X1) berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y) 
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 X2 (pengawasan keuangan daerah) koefisien regresi sebesar 0,467 

menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah (X2) berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan (Y). 

 Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu. 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar 

persentanse pengaruh variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan 

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang. 

Hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada output Model Sumary dari 

hasil analisis regresi berganda 

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, Menunjukan hasil analisa regresi secara 

keseluruhan menunjukkan R Square sebesar 0,458. Hasil ini menunjukkan bahwa 

45,8% variasi perubahan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) 

dipengaruhi oleh variabel Penatausahaan Aset Tetap (X1) dan Pengawasan 

Keuangan Daerah (X2), sedangkan 54,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

penelitian ini. 

 

Uji Parsial (Uji T) 

Pengujian secara parsial (uji t) terhadap masing-masing variabel 

independen yaitu penatausahaan Aset Tetap (X1) dan Pengawasan Keuangan 

Daerah(X2) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang 

telah diajukan. Hasil output regresi dengan SPSS akan menunjukan nilai t hitung 

dan signifikansinya. Untuk melihat signifikansi tiap variabel, maka dapat 

dilakukan dengan melihat dari nilai t hitung dan t tabel Setiap variabel X. 

Tabel 7 Hasil Signifikansi Nilai t 
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 Variabel penatausahaan aset tetap (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 4.112 

lebih besar dari t tabel 1.984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih 

kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa 

penatausahaan aset tetap mempengaruhi kualitas laporan keuangan (H1) dapat 

diterima 

 Variabel pengawasan keuangan daerah (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 

3.590 lebih besar dari t tabel 1.984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 

lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti 

bahwa pengawasan keuangan daerah memengaruhi kualitas laporan keuangan 

(H1) dapat diterima 

 

Uji Simultan (Uji F)  

Pengujian simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel 

dependen. Dalam pengujian simultan variabel independen yaitu  penatausahaan 

aset tetap (X1) dan pengawasan keungan daerah (X2). Ditetapkan ketentuan 

bahwa jika F hitung> F tabel maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain 

seluruh variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan (Y). 

Tabel 8 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat nilai F hitung adalah sebesar 41.033 

dan signifikansi sebesar 0.000. hal tersebut mengindikasikan bahwa F hitung 

sebesar 41.033 lebih besar dari 3.090, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel 

penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah secara bersama – 

sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota 

Palembang. Tingkat signifikan sebesar 0.000 kurang dari 0.05 atau 5 %. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Palembang. 

Variabel penatausahaan aset tetap (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 4.112 

lebih besar dari t tabel 1.984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil 

dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel penatausahaan aset tetap 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). 

yang artinya semakin tinggi nilai penatausahaan aset tetap di badan dan dinas kota 

Palembang, maka kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang akan 

semakin baik. 
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Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan. 

Variabel pengawasan keuangan daerah (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 

3.590 lebih besar dari t tabel 1.984 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001 lebih 

kecil dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan keuangan 

daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan (Y). yang artinya semakin tinggi nilai pengawasan keuangan daerah 

dibadan dan dinas kota Palembang, maka kualitas laporan keuangan pemerintah 

kota Palembang akan semakin baik. 

 

Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Variabel penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah 

memilikinilai F hitung adalah sebesar 41.033 dan signifikansi sebesar 0.000. hal 

tersebut mengindikasikan bahwa F hitung sebesar 41.033 lebih besar dari 3.090, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel penatausahaan aset tetap dan 

pengawasan keuangan daerah secara bersama – sama berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang. Tingkat signifikan sebesar 

0.000 kurang dari 0.05 atau 5 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

 Penatausahaan Aset Tetap secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Palembang. 

 Pengawasan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota 

Palembang. 

 Penatausahaan Aset Tetap dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 

Pemerintah Kota Palembang. 

 

Saran 
 Bagi Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sebaik mungkin, khususnya 

dalam penatausahaan aset tetap dan pengawasan keuangan daerah, maka dari itu 

diperlukan sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam pengelolaannya, 

dengan mengadakan pelatihan bagi pengurus barang dalam melaksanakan 

penatausahaan aset tetap dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 Bagi Pemerintah kota Palembang lebih meningkatkan kinerja pengawasan dan 

pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap. 

 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel penelitian 

lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti sumber daya 

manusia dan sistem informasi pemerintah, sehingga dapat meningkatkan 

persentase total dari varians yang dijelaskan. 

 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jenis pengumpulan 

datanya, tidak hanya menyebarkan kuesioner tetapi disertai juga interview 
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dengan kepala bagian dan staff pengurus barang yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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